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Abstrak
 

Tesis ini membahas perkara pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran pada Putusan No.

162/Pdt.G/2017/PN.Mtr atas tanah dan bangunan yang merupakan atas nama Tergugat namun dipinjam

namanya oleh WNA untuk kemudian dijual kepada pihak lainnya yang merupakan WNI. Oleh karena itu

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan pembagian harta bersama dalam

perkawinan campuran atas tanah dan bangunan yang terikat nominee agreement dan penerapan hukum oleh

Majelis Hakim pada perkara a quo. Bentuk metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah

penelitian yuridis-normatif dengan statues dan case approach yang mana data penelitian kemudian dianalisis

secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama atas

putusnya perkawinan campuran karena perceraian tanpa adanya perjanjian perkawinan didasarkan atas Pasal

17 AB jo. Pasal 37 UU Perkawinan dengan memperhatikan agama para pihak dan keabsahan kepemilikan

harta benda. Dapat disimpulkan pula bahwa penerapan hukum oleh Majelis Hakim pada Putusan No.

162/Pdt.G/2017/PN.Mtr dalam aspek hukum perdata materiil kurang tepat sebab Penggugat Intervensi

bukanlah pemilik karena bukan pembeli yang beriktikad baik namun dalam aspek hukum perdata formil,

penerapan hukum telah dilakukan dengan cukup baik mengingat lingkup perkara perdata ditentukan para

pihak yang bersengketa. Oleh karena itu pelaku perkawinan campuran hendaknya menyusun perjanjian

perkawinan melalui notaris secara jujur dan terbuka mengenai pemisahan harta selain dilakukannya

amandemen terhadap peraturan-peraturan terkait.

......This thesis discusses the case of division of matrimonial property in mixed marriages in Decision No.

162/Pdt.G/2017/PN.Mtr on land and buildings that are in the name of the Defendant but acted as nominee

for WNA to be later sold to other party who are WNI. Therefore, the problem studied in this study is about

the arrangement of the division of matrimonial property in mixed marriages on land and buildings bound by

the nominee agreement and the application of law by the Judiciary in a quo case. To answer these problems,

the research is conducted in a normative form in which the research data is then analysed qualitatively with

a prescriptive approach. Based on the results of the study, it can be concluded that the division of

matrimonial property on the dissolution of a mixed marriage due to divorce without a marriage agreement is

based on AB jo. Article 37 of the Marriage Law by paying attention to the religion of the parties, the

existence of common property.. It can also be concluded that the application of the law by the Judges in

Decision No. 162/Pdt.G/2017/PN.Mtr in the aspect of material civil law is less appropriate because the

Intervention Plaintiff is not the owner because he is not a good faith buyer but in the aspect of formal civil

law, the application of the law has been done fairly well given that the scope of civil cases is determined by

the disputing parties. Therefore, the author recommends that the perpetrator of a mixed marriage enter into a
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marriage agreement through a notary honestly and openly regarding the separation of property in addition to

the amendment of the relevant regulations.


